
ten""'8 
Republi.~ 

lembar.m 

3. l ndang-Undang Nomor I Tahun 2004 
~erbeodaharaan Negara (Lembaran Negera 
Indonesia Tabun 2004 N<,mor I. Tambahan 
Negara Ropublik l.ndonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Unoang Nomor 17 Tehen 2003 te-ntang Keuanga:n 
Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Repoblik lndooesia 
Nomor 4286;; 

c. wih,,a berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud 
peda huruf a dan buruf b diaias, Pedoman Tm, Ci:ra 
Kerjasama perlu ditetapkan dengan Peraturon Bup,ti. 

l . Undang- Undang Nomor 14 Tabun 1950 tent:tng 
Pembentukru, Daerah- Daerab Ksbepaten dalam lmgl.-u;, 
Prcvinsi Jawa Barai(Ber.ta Negara Tabun 1950): 

b. bahwa un1uk menduktmg dan meningl(atkao p,laya;,an ~ 
kcpada masvarakai sebagaimana dimaksud <ia.lam. hU1Uf a. 
perle Pedornan yang mengatur tentang Mekanisme; 

I\. bahwa dalam rangka mcnjngk.atkao kuantitas: dan ku.3liw 
pelayanau kesebeten RSUO .Kabup3.tcn (kkldi rclah 
Jitec,pbn RSUD menjadi BLL'D ~o Keputusan 
Bupari Nomor : 4451Kep.206IRSUDn01 l tentang Pene,apan 
Rumah ~aki1 Umum Daorah Kabepaten Bekasi sebagai 
Badon Layanan Umum Daerah (BLUD): 

BUPATI BEKASI, 

DE.'\'GAJI, R..\IJMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

P£D01VlAN TATA CARA KERJASM'La\PADA BADAJli 
LAY AN&'I UMUl\1 DAERAH 

RU:.IAll SA KIT lJl"Ilfl\'l DAERAH KABUPATEN BEK.AS! 

NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

55 !.l.lllJI 2015 

\1cogmgat 



14. Perateran Memeri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun :001 
tenra,;,g Pcdoman T eknis Peagelola Keuangan Sadan 
Layanan Cmum Daerah: 

l3. Perarurae M•nteri Keuangan Nomor IO'l'MK.0".12006 
tentang Pedcman Penetapan Remuoerasi bagi Pejaixu 
Pengclota. Dewan Pengawas dan Pegewai Bad.an la)1t.aan 
Umurn Daerah; 

l 2. Peremran Ment¢ri Keuangan Nomor 09.IPMK.02/2006 
tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada &<!an Layanan 
Umum Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 t<nou,g 
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia 
Tohen ~007 Nomor I 12. Tambaban Leml:>a!ao Negara 
Rcpubhk Indonesia Nomor4761); 

• 

IO Peraruran Pemerintah Nomor S8 Tahuo 2005 tcmang 
Pengelotaan Keuaagan Daemh (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia 'fahun 2005 Nomor 140. Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

9. Persiuran Pemerinteh Nomor 24 Tabun 2005 1entang Siandar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor- 49 Tambaban Lembawt 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503)~ 

~- Pernturaa Pemertntah Nornor 23 Tabun 2005 centru,g 
Pengeloiaan Keuangan Badan Layaaan Umum (Lembaraa 
Negara Republik Indonesia Tabua 2005 Nomor 49. 
r ambahan Lembaran Negara Republik lndor.esia Nomor 
.. s03l: 

7. Undang-Undaag Nomor 23 Tabun 2014 
Pemerimahan Daerah (lembaran >legara 
Indonesia rahun 2014 Nomor 244, Tambaban 
:,egara Rept,blik Indonesia Nomor 5587); 

6. llr\flsng- l!ndang Nomor l2 Tat.un !ill I 
Pembc:ntukan Peraturan Perundang- u..'Kla..,gan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahen 200! ter.iang 
Perirebangan Keuengan Ant.ara Pemerimah Pusa; dan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 33. Tambahan Lernbaran Neg,,a 
Repubtik Indonesia Nomor 4438); 

.l tn<lar..g·l'nd~g Nomor 15 Tahun 2004 te!ltang 
Pemenksaan, Pengelolaan <Ian Tansgun, jawab Kuengan 
Negara (Lernbaran Negara Rcpublik lndooesi> Tatum 2004 
xomor IS. Tambahan tembaran Negara Rcpublik ~ou,csia 
Nemer 4400\; 



Dalam Peraturan 8upati ini ya.1.g dimaksud dengan : 

I. Pemerintah Daerah adalah Pcmeriol8h Kabupaten Bekosi. 

2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

3. Bupau adalah Bupari Bekasi. 

4. Rumoh Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang sclac:ju-.nva 
disingl<at R5UD. adalah Rumab Sakir Umum yang dikelolaldimililci 
oleh Pemerintah Deereb. yang telah meoerapkan po!a pcngelolaan 
keuangan Sadan Laycnan Umum Daerah, 

Menetapkan : PERA TORAN BUPATI BEKASI TENT ANG PEDO.\fAf'/ 
TATA CARA KERJASAMA PADABADAN LA YANAN 
UMUM DAERAB RUMAH SAK.IT U.\1lJM DAER.AB 
KABUPA TE:'< BEKASI. 

BAB J 
KETENTUAN U~TUM 

Pasal I - 

)'IEMUTUSKA:-1 : 

19. Keputusan i!upati Bekasi Nomor: 44SIKep.1351RSUD/2012 
rentang Dewan Peogawas BLVD Rumab Sakit Umuru 
Daerah Kabupaten Bekasi, - 

18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 445/Kep.205/RSUDl201 I 
tentang Penetapan Rumah Sakit Dsemh Kabepetea Bekasi 
sebagai Badan Layanan Umum D- -lb (BLUD): 

17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahuo 2013 u-ow,g 
Pedomsn T eknis Pengelolaan Keuangm Rumah Sakit L tmum 
Deereb Knbupa<en Bckasi S<ebagai Bodao Lay1'oo.n Umum 
Daerab (Berita Daerah Kabupateo Sclmsi Tahun 2013 
Nomor2); 

< Peramran ~temeri Oalam Negeri Nomor 22 laban 2009 
tenwn., Peiunjuk Tclmis Tata Can Kerj....,,. Daerah: 

!~. Peraturan o ae rah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
temang Organisasi Pcrangkat Oscrah Ka:-upaten Bckas1 
[Lernbernn Daerah Kabupateo Bekasi Tahun 20l4 l\D!llOl' 8): 



13. Usaba Lainnya adalah kerjasarna dengan pihak lain yang 
meughasilkan pendaparan bagi BLUD-RSUD K;,bupaten BedSi 
dengan Lid.ak. meagurangi law.itas Pelayanan Umum yang menjadi 
Kewajiban BLUD·RSUD Kabupaten Bekesi, 

r2. Sewe Mc:::1y~wa ed:i.lah penyerahan P~nggunat pem:lka.ian Barang 
BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi kepada Pihak 13in atac sellelik,,ya 
dengan imbalan berupa ueng SC'-''-3 Oulanao atau tahunan Uiltuk 
jangka wakru renemu balk sek.aJigus maupuo SCC318 betk..?.la. 

9 Pihak Keuga ndalah Usaha Milik Negara. Sadan UOltha Milik 
Daerah, perusahaan Swasta, Koperasl, Yayasan, lembaga di dalam 
negcri l&tlll}tl yang bcrbadan hukum dan perorengan, 

10. Tim Kocrdinasi Ke:rja Sarna Rumah Sakii yang. selanjutnya c!isfogkat 
TKKS-RSVD adalah Tim yang dibenlllk oleb Oitektur aatul< 
membantu Direktur dalam mcnyiaplcan kerjasama antara RSUD 
dengan Pihak Ketiga, 

11. Kerjasama Operasional adalah merupakan perikaran anwa BLUD­ 
RSUD Kabupnen Bekasi dengan Pihak Lain, melalui Pengelolaan 
Menajemen dan Proses OperasiooaJ secara bersama dengan 
pembogian keuntungan sesuai dengan kesepakatan Kedue Belah 
Pihak. 

8. Rencana Bisuis dan A%,garan BLUD, yang selanjumya disingbt 
RBJ\ adalah dokumen pereacaaaan bisnis dan pengangaren eaaunan 
yang beeisi program. kegiatan, target kinerja dan ~ BLUD. 

, B..Jan Layanaa L"c:..m D.>era!t. yang selanjumya d1sio8J<a1 BLliD 
-"Uiah SsUL.o K<.1> Peraagkat Daerah di lingl<u,\__l!all pemerintah 
dae,Jh ) eo-g dibeamk u:ntuk memberikaa pelayanan kcp:,da 
masyarakat berupa penyediaar. barang dan'arau jese yang dijual 
tanpa :n.:nli!t113Dlak:an meecari kttmtungan. dan dalam melakukan 
k•gi>iann:; didasarkan pada prinsip etisiensi dan produktivitas. 

5 PolJ Pengelotaan Keuangaa BLUD, yang selanjutnya disingkar PPK­ 
BLl ro ai!ala.loi pota pengelolaan keuangan yang membcdkan 
tleks1biLi1o;. berupa keteluasaan uotuk menerapkaa prak:ek-prsktok 
bisnr- vanz sehat untuk meningkmkan pelayanan kepada ma.;yar.ibt 
dalaru ·ranika memajckan kesejahieraan umwn dan menc;erJaskan 
kehidupan bangsa. sepagai pengecuelian dari ketenuen pengel~arm 
keuaagan daerah p:ida umumnya. 

7. Pcjabat pengelola BLUD ada!ah pimpinan BLUD yang bertar.gguog 
jawab terhadap kinerja opcrasional BLUD yang renlm ataS 
pcmimpin. pejnbat keuangan dan peja!Ja1 1eknis ymg sebn..,,nyo 
disesuaikan dengan nomenklarur yang berlaku pada SLGD }">ng 
bersaagkutan. 



a. Eflsiensi adalah Kerjasam& dilaksanakan dengan eara menck&JJ biaya gun.a 
mcmperoleh suatu hasil tertentu arau menggun.o.kan biaya ynr..g sama tetapi 
dapat mencepai hasil yang maksimal; 

b. Efektivitas ado.lob Kerjasama dilalcsanak.an dengan mendo<oog pemaofoa.a.~ 
sumber day• para piltak secara opti,:,oJ dan benanggu.1gjawab unruk 
kesejahteraan masyarakat, 

c. Sinergi adalaa Kerjasama dilaksanakan IUltuk terwujudnya h.lrmoni diantara 
para pihak gunti tcrcap~lin)O kesejahteraan masyarabt;. 

d. Saling mengunrungka» adoloh pelalcsanaan Kerjasama buus <bpai 
memberikan keumungan bagi para pihak dan dapat memb<ribo maifuai 
Kerjasama; 

Kerjasoma BLUD - RSl'D dengan pihak keuga dilak.sanaka.:, dengan prinsip­ 
prinsip sebagai berikut : 

Pasal 4 

BABlV 
PRJ.NSIP Kf.RJASAMA 

R1Jan~ Lingkup Peraturan Bupati ini mengarur tata cara pelaksanaan Keriasama 
Bl.VD RSUD dengan pih.>k ketiga. yang raeliputi : 
a. Prinsip Kerjasama; 
b, t>elim.paban kewcnangan penandatangan Kerjasema; 
c. Tata care Kerjasama mehputi : 

l. Kerjasama operasional: 
2. Sewn menyewa; dan 
3. Usaha lainnya 

d. TKKS - RSUD: 
e. Ketentuan perslihan; dan 
f. Ketenruan penmup. 

BABDl 
RUANG LINGKUP 

(~) Tujuan dibentuknya Perauean Rupsti ini adalah mcngoptima!kan RSUD 
sebagei BLVD guoa meningkarkan pelayanan kepada masyarakat melalui 
mesamsme Kerj3sanu dengan pihak. ketiga, 

( I I Maksud dtt.cotnkn;a Per:ituran Bupati iai adalab untuk: menga:tur tata cara 
pelaksanaan Kerjasama RSUD y3ng telab menerapkan pola fkksib:litas 
dalam pengelolaan keuangan/ barang dengan pihak ketiga dan dalom iangka 
meningkatkan peiayaoan kepada u,asyarakat: 

BABH 
~IAKSl'D DAX TUJUM 

Pasal 3 



(3) Tahapan pernilihan mitra Keriasema operasional seb:igaimana dimaksud i,ada 
ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan y.njang nilai 
sebagai berikut : 

a. nilai investasi sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (saru milyar rupiah): 
b. nilai investas! di••is Rp 1.000.000.000.00 (satu milt-.r rupiah) sampai 

dengan Rp 5.000 000.000.00 (limo milyar rupiah); 
c, nilai mvestasi diatas Rr 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). 

\ I) RSUD selaku BLUD deogan status penuh diberikan kdduasaan dal:un 
melaksanakan pemilihan pihak ketiga selalru mitra Kerjasama operasiooal. 

(2) Pemilihan miua Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, 
dilaksanakan mclalui tahap-.an sebagai berikut : 

a. Persiapen, 
b. Pemilihaa mhre Kerjasama cperasional; 
c. Penyiapan petJanji.an: 
d. Penandatangan per:ijzmjkm: dan 
e. Pelaksanaan Kerjasama operasional. 

Pasal 6 

BABVI 
TATA CARA KER.IASAMA 

Oagiao Kesaru 
Kerja.sam:.t Opera.sional 

Bupau melimpahkan kewenangan peuecdatanganan Kerjasama Bl.lJD - RSUD 
dengan pibak keuga kepada Din:ktur dalom rangka meningl<atkan petayanan 
kep,do masyarakat. 

Pasal 5 

BAB V 
PELL\IP AHA'\' KEWE."<ANGAN PEN ANDA TAN GAN KERJAS,~l.\ 

e. K~ kl s;ma ad.abh _pct'SCtUJU3n paia pmaJc l:Ot'Uk meb5.ubn 
M~. 

f llll.Jd "'"' adalah J..,,,,,....., prua pihak unmk secara sungguh- sungguh 
m<l~"'1n K<C:"531!'.J. 

g. Peesamaan kedudukan adaleh pe~amaan dalam kcsedernj.aian..dan kc<ludukan 
bukwn b .• gi para 9i.h.lk" yang melakukan Kcrjasama; 

to Traasparasi .1J2Jah o.d,r~ya keterbukaan dalam Kerj.asama; 
Keadilen adafah adanya persamaan hak dau kewajiban serta perlakuan para 
pihal. dalam melakssnakan Kesjasama; dan 

J Kepcetian hckum J.dalah bahwa Kerjasama yang di1akukan dapat mengj.kat 
secara hul.um t,;ig, para pihak yang melakulcan Kerjasorna. 



PosalS 
(I) Penyewaan barang milik ~aera~ pada BLUO • RSUO dilaksamkan 

berdasarkan pcrjaujian sewa-menyewa antara BLUD • RSUD dengan pibak 
ketiga. 

(2) Pcrjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paiing Sl!<!.ikit 
mcmuat hal-haJ sebagai berikur : 

a. para pihak ~~t.lg tenkat dalam perjaajian: 
b. data barang mihk daerah yang disewakan: 
c. hak dan kewajiban para p1hak; 
d. besaran uang sewa yang harus dibayar oleh pihak kctiga; 
e. bcrtanggung jawab penyewa atas biaya oper.lSiorud dan pemelihara:ln 

selama jangka waklu penyewaaa; 
f. jangka waktu scwa-menyewa, 
g sanksi: 

h. batasan-batasan penggnnaan barang milik daerah yang disewakan kepa.b 
Pihak Penyewa. 

(3) Jangka waktu penyewaan barang milik d>crab pada BLUD • RSFD 
dhetapkan ~aJ,ng Jama ; (Uma) t>hun dan dap,t cliporpanjMg.. 

- 

8agiao Kedua 
Sew :.ri M~ny,:w:s 

Pasal 7 

<I) Dalam rangka mcngoptimalkan daya guna dan basil guna barang milik 
daerah pada BLUD • RSUD. baik bergerak maupun ti<lak ocrgaak yang 
belum dimanfaatkrui oleh BLUD • RSlJD. malca barang milik daerah tersebm 
d"Jl'1l disewakan kepada p;t1,ik ketiga sepanjang rnenguntungkon BLUD · 
RSUO. 

{:?) Penyewaan b~ang D"..ilik da(rah scpanjang mengunwngk.an scbagaiwma 
dirnaksud pada ayat (II dengan pengertian bahwa penyewaan barang milik 
daerah harus memberikan imbalan bempe uan_g. sewa, baik bulanao etau 
Mfama..i umukja.t1g:k.3 waktu tertentu, baik se.kaligus maupuo secsra bcrlcala. 

(3) Besaran uang sewa dhetapkan oleh Direktur- bcrdasarkan h.asil perhitung.an 
TKKS • RSUD. 

(4} Hasil penyewaan merupakan penerimcen BLUD - RSUD ds.-., di.~co.r ke­ 
rekening kas BLUD • P.SUD. 

(5) Bareng milik deerah yang disewakaa tidal< mengubah status kepeoililcat: 
barang milik daerah. 

4 Taia cara p,,mili1'"'1 mi:u !."'J&S'!ffl& opcnsional berdasarkan Jenj~ mloi 
x~~'3mt.3m dimlk.'Wd peJ..t :syat 1 3-) hi.!ruf b dan huruf c d1takssaakan t>Jch 
Dtrektur =uh 'l'i<n.,Upat persenquan dlri Bupau. 

, ;; t L niian tahapan Ota '"-"' pemiliha:, mitra Kerjasama operasional sebagaimana 
J.imaksuJ. pa ... fa ayat ,~) dan (3) tercannnn dalam lampiran I, Il dar lll yang 
merupakan h.tgjan itdak Krpisahk.l!l. dari Paaturan 8upati ini 



P:uol 10 
I•\ Drrekrur membenruk TKKS • RSUD untuk men}·iapkan Kerj:isama RSUD 

dengan pihek ke1igo. 
12) TKKS • RSlJD sebagaimana dimaksud pada ayat ll) mempunyai rugas 

sebagai berikut : 
a. melakukan lnventarisasi dan pemetaan bidanglpotensi yang akan 

diselenggarakan melalui Kerjasama; 
b menyusun pricritas objek yang alt.an disdenggarakan melalui Kerjasama; 
c. memberikan saran tctbadsp proses pentiliMn mitra Kerjasame: 
d. menyiapkan kerangka acuarvproposal objck KcrjaSMm; 
e. membuar dan rneuitai proposal: 
f menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerjasame; 
g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan 

perjanjian Kerjasama. 
(J) TKKS • RSl'O sebugaimana dimaksud pada aya, {I) terdiri ams : 

a. Ketua : KcpaJa Bagian Tara Usaha 
b. \Vakil Kerea I : Keeala Bidang Pelayanan 
c, Wakil K<1:m U : Kepala Bidang PenunJang 
d Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan 

Anggota . a. KepaJa Sub Bagian Umum 
b. KepaJa Sub Bagian Keuangan 
c. Kepala Sub Bagian Kcpcgawaian 
d. Kepala Seksi Pelayunan 
e. Kepala Seksi Peouojang Medis 
f. Kepala Seksi Penenjang Non Medis 
g Kepala Seksi Kcpecawawi 
h, Kepala Seksi Peegembangan 
I Kepala Seksi SIRS 

BAB VII 
TKKS-RSUD 

Lsaba. lo.innya sebegarmana <lmuksud pada PasaJ 3 hwuf c SJlgks 3 me~ 

keoa soma deagan Pibak lain ya.sg menghasilkan Pendapatan bagi BLUD-RSUD 
l\.ribcp:J.tcn Bekasi denga11 t~dak mengurangi Kua!iw, Pelayanar Umw:r, }'&Og 

mrn1ad1 kewajiban BU 'D· R5L 'D Kabupaten Bekssi. 

Pasal 9 

Baoa-.o Keri:a 
tu..b.:t btinnya 



DitWipkan di Cikarang Pc.sat 

Pada tanggal 18-12-15 

1:, BUPA TI BEKASI tf 

Peraturan Bupati ini mufoi berlaku pada Wlgga! diundangkan, 

Agar seuap craag mengernhuin~.2:. memerimahkan pengu,odaoga.:i Peraturan 
Bapari ini dengan penemp:u.snnya dafam Seri~ D~r.i.h Btip.,-fi K.iabupltcn 

Bekasi. 

Paul 12 

BABIX 

1<.l:."Tf.NTUAN PE!'iUTUP 

Dengan telah duetapkan Peraturan Bupati Tenang Pedoman Tata Cara 
Kajasama pada Sadan Layanan Umum Daerah Kabupat<n Bckasi ini. :naka 

terhsdap perjanjiau Kerjasema yang 1c!ah ditandatangaai Pibak Peruuna deagui 
Pihak Ketig:1 tetap berlaku scmpal dengan habisnya masa perjanjian. 

Pa;ol ll 

BAB vur 
Ketentuen ptnlih~n 


